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ARTI PENTING VERIFIKASI DAN DIAGNOSIS
MASALAH DALAM PERENCANAAN

PENDIDIKAN

Oleh:
Tatang M. Amirin

Abstrak

Identifikasi dan analisis masalab merupakan tahapan paling awal dari seluruh
rangkaian proses perencanaan. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling pen­
ting. tetapi kerap kali tidak mampu dilakukan dengan book yang di:sebabkan olch
dua faktor pokok, yakni data dan inforrnasi yang diperlukan tidak tersedia sesuai
dengan keperluan. dan ketidakmampuan perencanaan melakukan iden~fikasi dan
analisis masalah dengan baik. Mengidentifikasi masalah berarti mengenali dan
mencatat segala sesuatu yang dipandang rnerupakan masalah, sedangkan meng­
analisis masalah berarti melakukan verifikasi, yakni menguji apakah yang diang­
gap sebagai masalah itu benar-benar merupakan masalah yang sebenarnya dan
mendesak uotuk dipecahkan, dan melakukan diagnosis, yakni rnengenali faktor­
faktor penyebab timbulnya masalah. Dapat terjadi perencana langs"uog menentu­
kan berbagai altematif pemecahan masalah tanpa melakukan verifikasi dan diag~

nosis yang cermat terhadap masalahnya itu sendiri. Lalu, apa sebenarnya yang bisa
dinamakan sebagai masalah dalam pendidikan itu... bagairnana menemukannya,
mengujinya, dan mendiagnosisnya? "Dan kenapa pula verifikasi dan diagnosis
masalah itu sedemikian penting artinya dalam perencanaan pendidikan?

1. PENDAHULUAN

Perencanaan pendidikan secara singkal dapal dirumuskan sebagai pro­
ses pemilihan allernatif pemecahan masalah-masahih pendidikan yang ter­
baik. Sebagai suatu proses, perencanaan itu merupakan serangkaian kegi­
atan yang pada akhirnya akan merupakan suatu daur kegialan. Rumusan
mengenai tahap-tahap kegiatan perencanaan ilU sendiri ada bermacam­
macam. Simanungkalil dkk. (1987: 12) merumuskan dan melukiskan
tahap-tahap kegiatan perencanaan tersebut seperti tampak dalam gambar 1
berikut :
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Doran Bernard dkk. (1987: 3) merumuskan dan melukiskannya seperti
tampak dalam gambar 2 berikut :
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Gambar 2. SISTEM PERENCANAAN PENDlDlKAN MODEL BERNARD OKK.
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Sementara BPP (BP3K sekarang) yang dikutip oleh penyusun buku
Materi Dasar Kependidikan Program Akta Mengajar V, Buku IIB:Peren­
canaan Pendidikan (1982: 23) merumuskan dan melukiskannya sebagai be­
rikut:
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Gb. 3. Sistem Perencanaan Pendidikan
Model BPP.

Seper~i tampak dalam ketiga gambar di atas, model I dan II memasuk­
kan pelaksanaan rencana dan penilaiannya (evaiuasi dan monitoring) se­
bagai unsur atau tahapan perencanaan, sementara pada model III, kendati
dimasukkan, dibatasi oleh garis putus-putus yang kemungkinan dimak­
sudkan oleh perumusnya sebagai batas yang menunjukkan bagian yan! ter­
masuk proses perencanaan dan yang di luar proses tersebut, yakni yang'
sudah masuk pada tahap pelaksanaan rencana. Namun demikian, model I
dan)) tampaknya memasukkan unsur pelaksariaan dan evaluasi rencana
sekedar untuk memenuhi keinginan menunjukkan bahwa proses perencana­
an itu pada akhirnya akan merupakan proses yang berulang, merupakan
daur, yang tidak pernah akan berhenti dilakukan.

Dengan memperbandingkan rumusan-rumusan di muka, proses peren­
canaan pendidikan itu dapat dirumuskan meliputi:
I. Identifikasi dan analisis masalah
2. Identifikasi kebijakan
3. Identifikasi 'sumber daya dan kendala
4. Penetapan tujuan atau target
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5. Penetapan kriteria pemilihan alternatif pemeeahan masalah atau pen­
eapaian tujuan/target

6. Ideiltifikasi alternatif-alternatif pemeeahan masalah atau peneapaian
tujuan/target

7. Penyaringan/pemilihan alternatif terbaik
8. Formulasi reneana
9. Penjabaran reneana.

Para pereneana pendidikan dalam jajaran Departemen Pendidikan,
dan mungkin juga dalam jajaran Departemen lain, pada hakekatnya meru­
pakan sehimpunan orang yang bertugas menyiapkan sejumlah pilihan kebi­
jakan mengenai masa depan pendidikan yang nantinya akan ditetapkan
oleh pembuat keputusan di bidang ini. Para pereneana pendidikan sendiri
bukanlah pembuat keputusan. Pereneana pendidikan, setelah menganalisis
keadaan sistem pendidikan dan mengaitkannya dengan tujuan pendidikan
serta berpedoman pada kebijakan yang ada, merumuskan masalah-masalah
pendidikan dan menyu5un alternatif pemeeahannya. Alternatif pemeeahan
masalah ini kemudian diajukan kepada pengambil keputusan, dan terserah
pengambil keputusan akan memilih salah satu atau tidak memilih satu pun
dari alternatif-alternatif yang diusulkan tersebut (Simanungkalit: 1987: 29
-30).
2. APA YANG DlMAKSUD MASALAH

Istilah "masalah" amat sering dipergunakan dalam berbagai penger­
tian. Contoh-eontoh penggunaannya adalah sebagai berikut:
I. "Ada tiga masalah yang akan kita bahas dalam kajian kita kali ini,

yakni mengenai definisi pereneanaan pendidikan, prinsip-prinsip pe­
rencanaan pendidikan, dan proses perencanaan pendidikan."

2. "Masalahnya memang saya tidak tahu, jadi tidak bisa memberikan ke­
terangan apa-apa mengenai kenapa ia tidak bisa ikut latihan, bukan
saya pura-pura tidak tahu."

3. "Yah, maklum, ia sedang ada sedikit masalah dengan suaminya!"
4. "!.P.-mu kok makin lama makin rendah saja! Kau punya masalah apa

sih?"
5. ."Rencima kerja -yang diusulkan itu memang baik-baik semua, ctima,

masalahnya, kita tidak punya cukup dana untuk melakukan semua
itu!" .

6. "Persoalan ini sebaiknya tidak kita permasalahkan lebih jauh, kita se­
baiknya mulai saja membiearakan masalah lain!"
Demikianlah tampak bahwa istilah "masalah" itu dipergunakan untuk

menunjukkan keadaan atau sesuatu yang beragam; ada yang menunjuk
pokok bahasan atau kajian, ada yang menunjuk pada kesulitan atau ken­
dala, ada yang menunjuk faktor penyebab ketidakberhasilan melakukan se-
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. suatu, ada pula yang menunjuk pada "konflik". Dan mungkin masih ada
penggunaan dalam pengertian lain.

Bernard dkk. (1987:4) mencoba merumuskan masalah itu sebagai "ke­
senjangan antara apa yang sebenarnya terjlidi dengan sesuatu yang scharus­
nya terjadi sekarang". Dalam kalimat lain dapat pula dirumuskan sebagai
"kesenjangan antara tujuan yang hendak atau seharusnya tercapai -dengan
keadaan yang sudah tercapai."

Sebagai contoh, idealnya semua anak usia sekolah, dalam hal ini digu­
nakan usia wajib belajar (7 - 12 tahun), seluruhnya atau 100"70 bersekolah.
Jika dalam kenyataan baru terdapat sebesar 750/0 saja yang bersekolah,
maka terdapat masalah, yakni kesenjangan sebesar 25"70 antara yang
ditargetkan dengan yang sudah tercapai atau dengan keadaan sekarang.

Contoh lain lagi, diharapkan atau ditargetkan lulusan pendidikan
dasar (SD dan yang sederajat) tertampung atau dapat melanjutkan studinya
ke tingkat menengah sebesar 850/0. Apabila hanya 400/0 saja dari lulusan
pendidikan dasar itu yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat mene­
ngah, berarti ada masalah, yakni ada kesenjangan sebesar 450/0 dari yang
ditargetkan.

Penganggur-penganggur intelektual tidak menjadi masalah walaupun
jumlahnya amat banyak jika memang .tidak ada ketentuan bahwa idealnya
mereka tidak meng;mggur; Karena bagi p.,merintah dan negara penduduk
usia produktif itu, semisallulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi,
idealnya semua bekerja produktif bagi pembangunan nasional. pengang­
guran intelektual yang sedemikian banyak itu jelas merupakan masalah.
Tetapi bagi perguruan tinggipenghasillulusan-lulusan yang dikatcgorikan
sebagai kaum intelektual it\! hal itu bukan merupakan masalah apabila per­
guruan tinggi tersebu( sekedar berprinsip haros, tetap berdiri, menerima
calon mahasiswa sebanyak-banyaknya, dan meluluskan sebanyak-Qanyak­
nya, sukur-sukur dengan nilai baik. sehingga masyarakat makin teiarik
memasuki perguruan tinggi tersebut. ~

Masalah tidak sarna dengan faktor penyebab timbulnya masalah. Jika
baru 400/0 lulusan pendidikan dasar bersekolah di sekolah lanjutan karena
daya tampung SMTP memang terbatas, maka daya tampung SMTP itu me­
rupakan penyebab. bukan masalah. Baru dikatakan sebagai masalah jika
sudut penglihatannya dari kaca mata bahwa SMTP seharusnya mampu me­
nampung 850/0 lulusan pendidikan dasar. Sudah barang tentu dalam peme­
cahan masalah, betapapun. faktor penyebab ini harus diperhitungkan pula.
Bahkan, akibat dari munculnya masalah itu pun harus pula diperhatikan
dalam mencari alternatif pemecahan masalah.

Sudomo (1987) mem:oba melukiskan "sistem masalah" tersebut seba­
gai tampak dalam gambar berikut :
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Jika garit T (tujuan yang hendak dicapai) berhimpitan dengan garis H
(hasil yang telah tercapai atau keadaan sekarang), maka berarti tidak ada
rnasalah, karena tidak ada' kesenjangan antara yang diharapkan dengan
yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian pada hakekatnya perencanaan
itu merupakan usaha untuk menghimpitkan garis H dengan garis T. Sebe­
rapa besar kesenjangan yang terdapat antara T dengan H diukur dengan
mempergunakan tolok rikur tertentu (TV). Kesenjangan antara tujuan
menjadikan semua anak usia sekolah bersekolah dengan yang senyatanya
bersekolah; misalnya, diukur dengan menghitung selisihnya dan menyata­
kannya dalam persentase.

Kendala (K) - menurut. konsep Sudomo - selalu membuat upaya
pencapaian tujuan terintangi, sementara faktor pendukung (D) sebaliknya.
Masalah muneul disebabkan oleh berbagai faktor penyebab (S), dan dapat
membawa akibat-akibat (A) tertentu.

Jika dikaji, antara kendala dengan faktor penyebab tampak bertum­
pang tindih. Kendala dan pendukung tampaknya akan lebih eDeok ditiada­
kan dari "sistem masalah", sebab kendala sudah tereakup dalam faktor
penyebab timbulnya masalah, sementara faktor pendukung tidak eoeok
disebut-sebut dalam sistem tersebut sebab bisa raneu dengan faktor penye­
bab yang dapat dikatakan 'sebagai "faktor pendukung timbulnya masa-
lah". .

Tanda panah putus-putus tidak pula eoeok sebagai bagian dari sistem
masalah, tanda panah itu akan lebih e(leok untuk melukiskan pereneanaan
itu sendiri yang, seperti telah disebutkan di muka, merupakan upaya meng­
himpitkan garis H dengan garis T.

Dengan demikian, dengan perubahan seperlunya, maka gambar atau
model sistem tersebut akan lebih eocok jika disebut sebagai model "masa­
lah dan perencanaan". Modelnya dengari demikian akan seperti tampak
dalam gambar berikut :
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Gumbar 5. DAGAN MASALAH DAN PERENCANAAN

3. IDENTlFlKASI MASALAH

Jika sudah disepakati apa yang dimaksudkan dengan masalah dalam
kaitannya dengan perencanaan pendidikan, maka hal lain yang perlu diba­
has adalah bagaimana dan dari mana mengidentifikasi masalah. Sudah ba­
rang tentu karena berkaitan dengan perencanaan pendidikan, maka sumber
masalah adalah sistem pendidikan itu sendiri, dalam hal ini sistem pendi­
dikan sebagai sehimpunan komponen pendidikan yang berkaitan secara
fungsional untuk mencapai tujuan pendidikan dalam lingkungan tertentu.

Karena masalah telah didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang
diharapkan atau dituju dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, terdapat,
atau telah dicapai, maka sudah barang tentu tolok ukur untuk mengiden­
tifikasi ada tidaknya masalah adalah tujuan atau sasaran yang diharapkan
tercapai tersebut. ,

Jika yang ditargetkan adalah tercapainya angka partisipasi, yakni ber­
sekolahnya anak-anak usia sekolah, sebesar 100"7., maka target 100% ini
menjadi tolok ukur. Jika ditargetkan angka transisi, yakni bersekolal1pya
lulusan pendidikan dasar di sekolah menengah, sebesar 85%, maka target •
85% ini merupakan tolok ukur.

Sudah barang tentu masih terdapat berbagai "kebijakan" lain yang
telah ditetapkan, baik dalam GBl-IN, Repelita, Keputusan Menteri, Kepu­
tusan Gubernur, Keputusan Bupati, dan lain-lain yang dapat dijadikan
sebagai tolok ukur. Secara umum tolok ukur dalam bidang pendidikan ilu
adalah relevansi, efeklivilas, dan efisiensi; dalam hal ini efisiensi dan efek­
tivitas kerap disebut pula sebagai produktivitas.

Dengan membandingkan keadaan sekarang alau yang sudah dicapai
dengan tolok ukurnya itu maka akan dijumpai sekian banyak masalah
dalam sislempendidikan. Proses inilah yang disebul dengan identifikasi
alau pendaftaran masalah. Tinggi rendahnya kesenjangan antara keadaan
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sekarang dengan tolok ukurnya akan menjadi penentu besar kecilnya masa­
lah.

Faktor penyebab kesulitan yang seringkali timbul untuk meng­
identifikasi masalah maupun menguji atau memverifikasi dan mendiagno­
sis masalah ada dua yang paling pokok. Pertama, data dan informasi yang
mudah diperoleh dengan cepat, tepat waktu, lengkap, cermat, tepat dan
sesuai dengan kebutuhan tidak selalu ada di lapangan. Kedua, kekurangan
tenaga yang benar-benar trampil untuk mengumpulkan data dan informasi,
mengolahnya, dan menganalisisnya dengan baik; dengan kata lain peren­
cana tidak mampu mengidentifikasi, memverifikasi dan mendiagnosis
masalah dengan baik.

Data dan informasi yang memenuhi syarat tidak selalu tersedia sesuai
harapan dapat disebabkan berbagai faktor, yaitu :

I.. Hambatan komunikasi yang disebabkan transportasi tidak lancar"
2. Data kependidikan tidak semuanya berada di satu tangan. Depdikbud

Kecamatan, misalnya, tidak selalu memiliki data kependidikan yang
menyangkut madrasah ibtidaiyah dan sejenisnya yang secara organisa­
toris berada di "jalur" lain. Depdikbud Kabupaten tidak selalu
memiliki d,ata SMTA karena lalu lintasnya tidak sepenuhnya melalui­
nya, melainkan langsung ke Bidang Pendidikan Menengah KanwiI.
Kanwil Depdik bud sendiri, kendati kerap ditanya orang yang salah taf­
sir mengenai wewenangnya tidak sepenuhnya bisa memiliki data
perguruan tinggi karena "jalurnya" juga lain.

3. Data dan informasi yang terdapat di lapangan, dalam jajaran Dep­
dikbud jenjang terbawah, lebih banyak berupa data kuantitatif, amat
sedikit, jika tidak mau dikatakan tidak memiIiki, data kualitatif. Yang
bisa diketllhui, misalnya, hanyalah angka banyaknya murid yang putus
sekolah, tetapi tidak bisa dengan segera diketahui siapa saja dan kena­
pa menjadi putus sekolah.

4. Berbagai "kebijakan" dari atas kerap kali tidak sampai ke bawah
tepat waktu. Dapat pula terjadi kebijakan dimaksud sampai utuh se­
perti ap~ adanya tanpa penjelasan operasional apa pun sehingga tidak
mudah dipaiiami secara seragam oleh bawahan.

4. VERIFIKASI MASALAH

Memverifikasi masalah berarti menguji atau mengecek dengan cermat
apakah yang dianggap sebagai masalah pada saat dilakukan identifikasi itu
memang merupakan masalah y'ang sebenarnya, masalah yang "potensial".
Verifikasi masalah ini amat perlu dilakukan sebab, karena data dan infor­
masi yang dimiliki kerap kali tidak lengkap, perencana dapat tidak cermat
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atau terkecoh oleh dal'a yang dimiliki. Hatus diakui bahwa bergelut dengan
angka-angka itu kerap kali melelahkan juga.

Misalkan saja dari data statistik yang ada diketahui di sesuatu Keca­
matan terdapat jumlah SO sekian buah, ruang kelasnya ada sekian buah,
dan jumlah murid ada sekian orang. Oiketahui pula jumlah SMP ada se­
kian buah, jumlah tuang kelasnya ada sekian buah, dan jumlah muridnya
ada sekian orang.. Data lain tidak diketahui.

Oicoba melakukan identifikasi ada masalah ataukah tidak. Secara se­
lintas diketahui jumlah murid SO berbanding SMP ternyata sangat men­
colok. Setelah dihitung-hitung, dengan mempergunakan berbagai "asum­
si" karena data terinei tidak ada, tercatat ada sekianbanyak lulusan SO
pada tahun tertentu. Setelah dihitung-hitung dengan cara yang sarna, ada
sekian banyak murid batu tingkat I SMP pada tahun tersebut. Setelah di­
perbandingkan, diketahui hanya ada sekitar 37% saja lulusan SO yang me­
lanjutkan studi ke SMP. Mengingat "kebijakan" atau target lulusan pendi­
dikan dasar itu 85"70 melanjutkan studi ke sekolah menengah, dengan mem­
perhatikan data tersebut diketahui ada kesenjangan sebesar 48%. Ini
masalah besar. Lalu disimpulkanlah bahwa yang menjadi masalah adalah
daya tampung SMP .1) ;

Pengambilan kesimpulan setupa Itu sudah barang tentu tidak tepat. I

Pertama, data murid dan lulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak termasuk
dalam data tersebut, padahal untuk mengkaji angka transisi atau persentase
lulusan pendidikan dasar yang melanjutkan ke sekolah menengah pertama
hatus melibatkan pula lulusan MI.

Kedua, jumlah murid batu SMTP pun hanya mengenai SMP saja,
tidak mencakup SMTP lainnya, yakni madrasah tsanawiyah (dalam hal ini
ST, SKKP dan sebagainya dalam lingkungan Depdikbud memimg tidak ter­
dapat di Kecamatan dimaksud). Bukan tidak mustahil sebagian lulusan SO
itu masuk ke madrasah tsanawiyah. f

Ketiga, menyimpulkan bahwa masalahnya adalah daya tampung •
SMTP yang tidak memadai jelas lari dari konteksnya ke faktor penyebab,
bukan masalahnya itu sendiri.

Keempat, menyimpulkan faktor penyebab timbulnya masalah sebagai
rendahnYa -daya tampung SMTP pun masih memerlukan pengujian, sebab
bisa terdapat banyak faktor penyebab, yang justru mungkin metupakan
faktor penyebab utama. Misalnya karena lulusan SO itu sendiri (dan orang
tuanya) tidak berkehendak melanjutkan sekolah, tingkatan sosial ekonomi
rendah dan sebagainya. Bahkan bisa terjadi lulusan SO dari Kecamatan ter-

1) Contoh keadaan data dan pemrosesannya sehingga mernunculkan kesimpulan serupa
itu-dijumpai dalampraktck Latihan 'Ketrampilan Percncanaan Pendidikan dan Kebudayaan di
Surabaya t 7 ~ 12 luni 1987.
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sebut melanjutkan sekolahnya ke luar Kecamatan; dan tentang ini tidakdi-
punyai data yang lengkap serta tepat. .

Dengan demikian tampak benar bahwa verifikasi masalah sangat pen­
ting dilakukan mengingat data dan informasi yang dimiliki kerap kali amat
terbatas ltu.

Diagnosis Masalah

Diagnosis masalah dimaksudkan sebagai kegiatan mengkaji, menelaah
secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah.
Dalam kasus seperti telah disebutkan di muka tampak bahwa faktor penye­
bab timbulnya masalah itu tidak atau belum tentu hanya satu hal saja,
yakni daya tampung SMTP yang rendah, sebab masih ada kemungkinan
lain, yakni karena tidak mau melanjutkan sekolah atau tidak mampu me­
lanjutkan sekolah, karena memandang SMP yang ada di Kecamatannya
tidak sesual dengan selera sehingga bersekolah di luar Kecamatan, atau
sebab-sebab lain.

Diagnosis masalah sebenamya tidak cukup hanya sampai melihat fak­
tor penyebab saja. Bagi pemecahan masalah yang akurat seyogyanya diteliti
pula berbagal faktor yang berkaitan dengan masalah tersebut, termasuk
akibat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Akibat dari masalah itu
tentu memerlukan pemecahan pula di samping memecahkan masalah dan
faktor penyebabnya yang mungkin akan berulang pada tahun-tahun men­
datang.

Jika, misalnya, tidak melanjutkan sekolah ltu kemudian menyebabkan
lulusan pendidikan dasar itu menjadi "pekerja" bersama-sama orang tua­
ny~ di sektor pertanian, tentu merekamemerlukan "pendidikan/latihan"
yang sesual dengan pekerjaannya tersebut, sebab dari pendidikan dasamya
tidakcukup banyak bekal yang diperoleh untuk "bekerja" serupa im
secara "ilmiah". Lebih-Iebih jika keadaan serupa itu telah berlangsung
beberapa tahun lamanya yang berarti sudah sekian banyak lulusan SD yang
masuk usia kerja tanpa bekal memadai.

Jika, misallain, karena tidak melanjutkan sekolah itu kemudian men­
jadikan lulu~anpendidikan dasar tersebut "luntang-Iantung" tidak menen­
tu, tentu juga memerlukan penanganan tersendiri agar tidak menimbulkan
hal-hal yang negatif.

Walaupun dalam keningka uraian mengenai proses atau tahapan kegi­
atan perencanaan identifikasi sumber dan kendala merupakan tahap tersen­
diri, pada saat melakukan diagnosis masalah sudah barang tentu dapat pula
sekaligus mengidentifikasi sumber dan kendala untuk pemecahan masalah
dan penyebabnya itu. Dengan teridentifikasikannya kendala-kendala, ini
perencana dapat melakukan antisipasi yang tepat, baik berupa penurunan
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target, misalnya dengan "memperpanjang" tahapan pencapaiannya,
maupun sekaligus memecahkan masalah dengan menanggulangi kendala
yang ada.

5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA

Dari uraian dan contoh-contoh kasus di muka dapatlah disimpulkan
hal-hal sebagai berikut :
I. Perencanaan pendidikan, baik yang bersifat mikro di lembaga atau di

daerah, meso di wilayah, dan makro di pusat, bukan merupakan pro­
ses yang mudah.

2. Tahap identifikasi, verifikasi, dan diagnosis masalah merupakan tahap
yang amat penting karena merupakan titik tolak perencanaan. Tanpa
melakukan tahap ini dengan sebaik-baiknya perencana dapat menen­
tukan alternatif pemecahan masalah yang tidak tepa!.

3. Untuk dapat melakukan identifikasi, verifikasi, dan diagnosis masalah
secara baik diperlukan tersedianya data dan informasi yang jelas,
tepat, lengkap. cermat, dan mudah diperoleh tepat pada waktu diper­
lukan yang berkaitan dengan :
a. kebijakan, tujuan, target
b. keadaan sekarang atau yang sudah dicapai

4. Untuk dapat melakukan identifikasi, verifikasi, dan diagnosis masalah
secara tepat, perencana pendidikan dituntut memiliki pengetahuan dan
ketrampilan memadai di bidang :
a. teknik/metodologi perencanaan pendidikan
b. metodologi penelitian
c. metodologi analisis ,data.
Selain itu perlu pula memiliki pengetahuan yang bias mengenai sistem
pendidikan dan kaitannya dengan sistem lainnya, serta dituntu1Pula
memiliki kreativitas yang tinggi, sifat tekun, cermat, sabar, dan ber-to
bagai sifat lain yang mendukung profesinya.

5. Dalam praktek data dan informasi yang diperlukan tidak selalu dengan
mudah diperoleh disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena
pengelolaan pendidikan tidak berada di satu tangan, mekanisme hu­
bungan organisasi, dan sistem pendidikan kerap kali harus bersangkut
paut dengan sistem lainnya yang berada dalam wewenang pengelolaan
instansi bukan kependidikan. '

Berdasarkan kesimpidan tersebut maka beberapa hal dapat direko­
mendasikan sebagai berikut :
I. Kerjasama antar instansi yang terkait dalam perencanaan pendidikan

-(Depdikbud, Depag, Dinas P & K, Bappeda, Pemda, dan lain-lain)



Ani Penting Verifikod Dan DiDgnosis Masalah Dalam Perencanaan Pen- 27
didikizn

yang selama ini sudah mulai dirintis dan diatur mekanismenya perlu
dibina dan dikembangkan serta didayagunakan seoptimal mungkin.

2. Upaya peningkatan ketrampilan para perenc'ana pendidikan dan kebu­
dayaan di Daerah yang selama ini sudah dilakukan, antara lain dengan
proyek STEPPES (Proyek Peningkatan Kemampuan Perencanaan
Pendidikan dan Kebudayaan) perlu ditingkatkan dalam segi :
a. buku pegangan, dalam hal ini uraian dan bahasanya disempur­

nakan sehingga bisa menjadi modul yang betul-betul dapat me­
nuntun atau memadu petugas

b. metodologi penyampaian, yakni lebih disesuaikan dengan "entry­
behavior" peserta yang beragam, dan me,mperbanyak praktek se­
cara sistematis

c. sistematika materi dan jadwallatihan.
3. Keikutsertaan unsur perguruan tinggi, khususnya tenaga pengajar Ju­

rusan Administrasi Pendidikan, dalam Latihan yang telah mulai dirin-
'''tis untuk pertama kalinya pada Latihan di Surabaya 7 - 12 Juni 1987),
terus dilanjutkan dan bisa pula dipikirkan untukdikembangkan men­
jadikeikutsertaan kelembagaan dalam bentuk pemberian kesempatan
tugasbelajar untuk memperoleh Akta atau Diploma dan gelar kesarja­
naan dengan alih kredit bagi karyawan-karyawan Depdikbud yang me­
merlukannya, dan pelibatan dosen dan mahasiswa secara langsung
maupun tidak langsung dalam kegiatan perencanaan pendidikan.
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